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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang

Karya Tulis [lmiah Berupa Tesis, 12 September 2025

Indra Gunawan dibimbing oleh Prof.Dr. Alfitri.M.Si dan Dr. Ramasa Putra, S.1P,
M.Si

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat partisipasi pemilih di kota Palembang
terendah di Provinsi Sumatera Selatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 Studi ini bertujuan untuk mengkaji
implementasi kebijakan dan menganalisis faktor-faktor yang menghabat
implementasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota
Palembang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun
2024. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C.
Edwards 111, yang berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi, untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi partisipasi
pemilih di Palembang Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa factor komunikasi dan factor
Sumber daya tidak terpenuhi dengan baik sehingga implementasi kebijakan
kampanye belum berjalan maksimal di kota Palembang. Factor lemahnya sumber
daya manusia penyelenggara menjadi penghambat implementasi. Rekomendasi
modemisasi digital pemilihan kepala daerah (e-voting) dan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kampanye
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ABSTRACT

Implementation of Campaign Policies in the 2024 South Sumatra Gubernatorial
Election in Palembang City.

Scientific Paper in the Form of a Thesis, September 12, 2025

Indra Gunawan, supervised by Prof. Dr. Alfitri, M.Si. and Dr. Raniasa Putra,
S LP., M.Si.

This research is motivated by the lowest voter turnout in Palembang City in South
Sumatra Province in the 2024 South Sumatra Gubernatorial Election. This study
aims to examine policy implementation and analyze the factors that hinder policy
implementation in increasing public participation in Palembang City in the 2024
South Sumatra Gubernatorial Election. The theory used is George C. Edwards
{I's policy implementation theory, which focuses on communication, resources,
disposition, and bureaucratic structure, to understand how these factors influence
voler participation in Palembang. This research uses qualitative methods with a
descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews,
and documentation. The findings indicate that communication and resource
Jactors were not adequately addressed, resulting in suboptimal implementation of
campaign policies in Palembang. Weak human resources among election
organizers hampered implementation. Recommendations for digital
modernization of regional head elections (e-voting) and the election of the
Governor and Deputy Governor are being implemented by the Provincial DPRD.

Keywords: Implementation, Policy, Campaign
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—
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RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang.

Karya Tulis llmiah Berupa Tesis, 12 September 2025

Indra Gunawan dibimbing oleh Prof.Dr.Alfitri.M.Si. dan Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
Dalam rangkan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan diselenggarakan
oleh penyelenggara tingkat provinsi. Untuk mengatur ketertiban pemilihan maka KPU
membuat kebijakan pemilihan dalam PKPU. Terkait dengan Kampanye Pemilihan maka
KPU membuat dan menetapkan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pada
Pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024. Penelitian ini dilatar belakangi oleh
tingkat partisipasi masyarakat kota Palembang pada pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan paling rendah di antara kabupaten dan kota se Provinsi Sumatera
Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi kebijakan
kampanye dan Menganalisis factor-faktor penghambat Implementasi kebijakan dalam
meningkatkan partisifasi masyarakat kota Palembang pada pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Teori yang digunakan adalah teori implementasi
kebijakan George C. Edwards Ill. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan sumber daya manusia yang
relative lemah, sehingga kurang inovasi komunikasi,. Sebagai indikasinya komunikasi
dalam Pilkada Sumsel 2024 belum optimal, terkait strategi sosialisasi terutama untuk
pemilih urban dan muda. dan kurang professional dalam penganggaran sehingga dana yang
dikembalikan cukup besar sementara menyisakan permasalahan partisifasi di kota
Palembang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumsel 2024. Ke depan, dibutuhkan
regulasi yang terbaharui untuk produktivitas demokrasi kita.



SUMMARY
Implementation of Campaign Policy for the 2024 South Sumatra Gubernatorial and Vice-
Governor Election in Palembang City.
Scientific Paper in the Form of a Thesis, September 12, 2025
Indra Gunawan, supervised by Prof. Dr. Alfitri, M.Si. and Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si.
The election for the Governor and Vice-Governor of South Sumatra is held by provincial-
level organizers. To regulate the election process, the General Elections Commission (KPU)
has established election policies in the Election Campaign Regulation (PKPU). Regarding
the Election Campaign, the KPU has created and stipulated PKPU No. 13 of 2024
concerning Campaigns for the Simultaneous Regional Head Elections on November 27,
2024. This research is motivated by the low level of public participation in the election for
the Governor and Vice-Governor of South Sumatra among the regencies and cities in South
Sumatra Province. This study aims to see how the implementation of campaign policies and
analyze the inhibiting factors of policy implementation in increasing public participation in
the city of Palembang in the election of the Governor and Deputy Governor of South Sumatra
in 2024. The theory used is the theory of policy implementation by George C. Edwards IlI.
This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques
used include observation, interviews and documentation. The results of this study found
relatively weak human resources, resulting in a lack of communication innovation. As an
indication, communication in the 2024 South Sumatra Pilkada has not been optimal, related
to socialization strategies, especially for urban and young voters. and lack of
professionalism in budgeting so that the funds returned are quite large while leaving
problems of participation in the city of Palembang in the election of the governor and deputy
governor of South Sumatra 2024. In the future, updated regulations are needed for the
productivity of our democracy
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau yang dikenal dengan akronim PILKADA
merupakan suatu proses politik suksesi kepemimpinan pada tingkat administratif
daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan bahwa pemilihan
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil
walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah implementasi kedaulatan
rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara
langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan
mekanisme demokrasi yang terlegitimasi dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 4, yang menyatakan bahwa
‘Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara demokratis’. Pilkada merupakan
manifestasi konkret dari proses demokrasi di Indonesia, yang merupakan
mekanisme rekrutmen kepemimpinan di tingkat daerah, di mana seluruh warga
negara memiliki hak dan kebebasan elektoral untuk memilih secara langsung
pemimpin daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dari para

kandidat kepemimpinan daerah yang berkompetisi dalam Pilkada

Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, implementasi Pilkada di
Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, mencakup mekanisme elektoral
hingga implikasinya terhadap sistem pemerintahan daerah. Transisi rezim dari Orde
Baru ke Reformasi pada tahun 1998 memicu desentralisasi yang berujung pada
otonomi daerah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Sejak implementasi kebijakan desentralisasi, Pilkada
diselenggarakan melalui pemilihan langsung oleh warga di tingkat daerah (Hemay

& Munandar, 2016). Dalam rangka konsolidasi otonomi daerah dan desentralisasi,



penyelenggaraan Pilkada secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun
2005, mengikuti periodisasi kepemimpinan di masing-masing daerah. Seiring
waktu, upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan
mendorong penyempurnaan penyelenggaraan Pilkada. Pada tahun 2015, terjadi
perubahan mekanisme elektoral, di mana Pilkada tidak hanya dilakukan secara
langsung, tetapi juga secara serentak melalui tahapan implementasi dalam beberapa
gelombang. Pelaksanaan gelombang Pilkada serentak disesuaikan dengan
periodisasi masa jabatan kepala daerah, dimulai pada 9 Desember 2015, diikuti
gelombang kedua (2017), ketiga (2018), keempat (2020), kelima (2022), dan
keenam (2023) yang kemudian ditiadakan, dengan kepemimpinan daerah dipegang
oleh Penjabat (PJ) kepala daerah hingga terpilinnya kepala daerah melalui Pilkada
serentak tahun 2024. Keseluruhan tahapan ini merupakan konstruksi menuju
penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional pada tanggal 27 November 2024,

untuk memilih kepala daerah periode 2025-2030.

Dari perspektif yuridis, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak
didasarkan pada sejumlah regulasi perundang-undangan. Regulasi primer meliputi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Sejalan dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 mengalami empat kali revisi. Revisi pertama diatur melalui
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, revisi kedua melalui Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016, revisi ketiga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan revisi terakhir melalui Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun 2024 dijadwalkan
untuk diselenggarakan di 545 entitas administratif daerah di seluruh wilayah
Republik Indonesia, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 Kota.

Penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024 merupakan implementasi

Universitas Sriwijaya



amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (8), yang
menginstruksikan pelaksanaan pemungutan suara serentak secara nasional dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota di seluruh teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia pada
tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, Pilkada serentak tahun 2024
merepresentasikan penyelenggaraan Pilkada simultan berskala nasional yang
pertama dan terbesar dalam rangka memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati
dan wakil Bupati, serta Wali kota dan wakil Wali kota secara serentak pada tanggal
27 November 2024 di seluruh Indonesia. Tujuan yang diinisiasikan melalui
sinkronisasi pemilihan kepala daerah ini diorientasikan sebagai upaya untuk
mengefektifkan dan mengefisienkan mekanisme penyelenggaraan negara (Purba,
2023).

Pilkada merupakan tanggung jawab konstitusional Komisi Pemilihan
Umum (KPU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat
8, KPU Provinsi diamanatkan sebagai otoritas penyelenggara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, dan Ayat 9 mengamanatkan KPU Kabupaten/Kota sebagai
otoritas penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) berfungsi sebagai lembaga supervisi terhadap tahapan pemilihan sesuai
dengan hierarki administratifnya, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) sebagai entitas integral dalam sistem penyelenggaraan bertugas
mengadjudikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Penyelenggaraan
Pilkada diregulasi oleh kerangka hukum yang menjadi landasan operasional
implementasi Pilkada, yang mengatur berbagai dimensi terkait otoritas
penyelenggara, peserta pemilihan, dan warga negara sebagai elektorat, termasuk
preskripsi dan proskripsi perilaku. Dalam rangka operasionalisasi penyelenggaraan
tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) sebagai instrumentarium normatif implementatif penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah. Formulasi PKPU mengikuti prosedur legislatif internal
sebelum diinstitusionalisasikan sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pilkada.
PKPU sebagai instrumentarium normatif bersifat imperatif bagi seluruh aktor yang

terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, dan berfungsi sebagai regulasi
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operasional yang harus diimplementasikan dalam rangka memfasilitasi pencapaian

tujuan yang diproyeksikan melalui sinkronisasi pemilihan kepala daerah.

Pilkada tidak semata-mata diselenggarakan sebagai mekanisme prosedural
pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Melampaui fungsi transisi kekuasaan,
esensi Pilkada terletak pada konstruksi tatanan demokrasi yang lebih substantif,
yaitu sistem politik yang mengakomodasi kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi
universal warga negara. Pilkada merupakan instrumentasi dalam kerangka
pembangunan peradaban berbangsa dan bernegara, yang secara teleologis
berorientasi pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Oleh karena itu, implementasi demokrasi ini seyogianya menekankan
pada hasil dan dampak riil bagi masyarakat. Menurut (Pramono, 2020), praktik
demokrasi yang sesungguhnya melampaui aspek elektoral semata. Dalam diskursus
ilmu politik, dikenal konsep demokrasi substansial, yang mengimplikasikan tidak
hanya pemenuhan hak-hak sipil (civil rights) namun juga keberadaan tata kelola
pemerintahan yang efektif (effective governance) (Wiratmaja, 2018). Di sisi lain,
legitimasi pemerintahan merupakan imperatif, yang mengindikasikan bahwa selain
aspek legalitas, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga esensial. Artinya,
setiap pemerintahan demokratis yang mengklaim mandat dari rakyat, harus
berkorespondensi dengan hasil pemilihan (election) sebagai fondasi fundamental

dalam sistem demokrasi modern (Sinaga, 2018).

Aspek krusial lainnya adalah konstruksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
yang berintegritas. Integritas Pilkada dimanifestasikan dalam penyelenggaraan
yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip
demokrasi dan supremasi hukum. Pilkada yang berintegritas berlandaskan prinsip
demokrasi yang mencakup hak pilih universal dan kesetaraan politik, sebagaimana
tercermin dalam standar internasional dan profesional. Profesionalisme dalam
konteks penyelenggaraan diartikulasikan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan
peraturan yang berlaku, serta prinsip imparsialitas dan transparansi. Integritas
elektoral memegang signifikansi fundamental terhadap aspek legitimasi, karena
melalui pemilihan yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap
berbagai institusi politik. Demikian pula dalam aspek perilaku politik massa,

Pilkada yang berintegritas berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih (voter
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turnout), keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, serta mampu
mereduksi aktivitas protes massa, mengingat integritas pemilihan dapat
memfasilitasi kualitas representasi politik pada tingkat partisipasi masyarakat
(Silalahi, 2022).

1.1.1. Pentingnya partisipasi masyarakat

Sistem demokrasi secara konseptual dimaknai sebagai pemerintahan yang
berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.
Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang peran sentral dalam menentukan
formasi kepemimpinan dan arah pemerintahan, termasuk pada tingkatan
administratif daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) secara langsung merupakan proses krusial dalam pembentukan
kepemimpinan nasional. Dengan demikian, seyogianya terbangun kesadaran
kolektif bahwa Pilkada merupakan agenda kedaulatan rakyat yang fundamental,
sehingga seluruh warga negara merasakan imperatif untuk berpartisipasi aktif

dalam berbagai proses politik, yang dikenal sebagai partisipasi politik.

Peserta dalam Pilkada terdiri dari pasangan calon, baik yang dinominasikan
oleh partai politik maupun yang maju melalui jalur independen. Pasangan calon
berupaya mengakuisisi dukungan dan simpati masyarakat. Mereka juga
menjalankan fungsi edukasi terhadap elektorat agar pemilih memiliki kesadaran
akan hak dan tanggung jawab kewarganegaraannya dalam menentukan
kepemimpinan daerah sebagai bagian integral dari kepemimpinan nasional. Para
pendukung pasangan calon dan kader partai politik pengusung berperan sebagai
loyalis yang berpotensi memobilisasi dukungan masyarakat, sehingga berkontribusi
terhadap tingkat partisipasi pemilih. Dukungan ini tidak terbatas pada partisipasi
elektoral saat pemungutan suara, melainkan juga termanifestasi dalam bentuk
keterlibatan yang lebih luas, seperti partisipasi dalam diskusi mengenai hak dan
kewajiban sebagai warga negara, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan
publik, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program
(Prayugo.dkk, 2023). Dengan demikian, masyarakat memiliki preferensi dalam
mengartikulasikan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan dalam

suksesi kepemimpinan daerah. Edukasi masyarakat merupakan tanggung jawab
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penyelenggara Pilkada, yang didanai oleh anggaran negara, sementara peserta
pemilu memiliki kepentingan dalam meningkatkan dukungan masyarakat demi
kualitas demokrasi. Masyarakat yang teredukasi akan memberikan kontribusi aktif
dan positif, serta berpotensi mengajak partisipasi aktif dari anggota masyarakat
lainnya. Partisipasi merupakan elemen fundamental dalam negara demokrasi, yang
secara harfiah bermakna keikutsertaan dan dalam konteks politik merujuk pada
keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik (Andyanto, 2021). Tingkat
partisipasi pemilih dapat diukur berdasarkan hasil penghitungan suara di tempat

pemungutan suara (TPS) pada hari pemilihan.

Data mengenai tingkat partisipasi elektoral dalam Pilkada memungkinkan
elaborasi beberapa analisis signifikan terhadap outcome elektoral, di antaranya:
Pertama, tingkat partisipasi Pilkada merepresentasikan indeks kepercayaan publik
terhadap mekanisme demokrasi pada tingkat sub-nasional. Tingkat partisipasi
pemilih yang tinggi mengindikasikan validasi masyarakat terhadap sistem
demokrasi dan internalisasi peran mereka dalam menentukan trajektori tata kelola
pemerintahan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat mengindikasikan
defisit kepercayaan atau disatisfaksi terhadap konfigurasi politik yang berlaku;
Kedua, tingkat partisipasi menyediakan data empiris bagi kontestan elektoral dan
otoritas penyelenggara untuk mengevaluasi efikasi strategi kampanye dan
sosialisasi yang telah diimplementasikan. Melalui analisis tingkat partisipasi lintas
demografi geografis atau segmen masyarakat, mereka dapat merekalibrasi
metodologi komunikasi dan memperluas penetrasi; Ketiga, tingkat partisipasi dapat
mengidentifikasi kelompok masyarakat yang mengalami representasi suboptimal
dalam Pilkada, seperti kelompok minoritas, demografi usia muda, atau lapisan
masyarakat dengan kondisi sosio-ekonomi rentan; Keempat, partisipasi politik
memiliki korelasi signifikan terhadap legitimasi publik terhadap operasionalisasi
tata kelola pemerintahan (Andyanto, 2021). Tingkat partisipasi yang tinggi
berpotensi mengkonsolidasikan legitimasi hasil Pilkada dan pemerintahan yang
terbentuk, mengingat outcome elektoral dianggap lebih representatif dan
mencerminkan preferensi mayoritas warga negara; Kelima, partisipasi aktif
masyarakat dalam Pilkada merupakan salah satu pilar fundamental demokrasi.

Melalui partisipasi, masyarakat memiliki agensi elektoral untuk memilih pemimpin
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daerah yang mereka persepsikan mampu merepresentasikan aspirasi mereka dan
menginisiasi perubahan positif bagi entitas teritorialnya; Keenam, tingkat
partisipasi yang tinggi berpotensi mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap
konstituen. Pemerintah yang terpilih melalui Pilkada dengan tingkat partisipasi
yang tinggi akan merasakan imperatif tanggung jawab yang lebih besar untuk
merespons ekspektasi dan aspirasi masyarakat; Dan ketujuh, partisipasi aktif
masyarakat dalam Pilkada berpotensi menciptakan stabilitas politik karena
masyarakat merasakan keberadaan saluran untuk mengartikulasikan aspirasi

mereka secara damai dan demokratis.

Tata kelola pemerintahan demokratis di Indonesia teraktualisasi melalui
peran serta dan partisipasi komprehensif warga negara Indonesia (Silalahi, 2022).
Tingkat partisipasi elektoral masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel, di
antaranya adalah integritas dan profesionalisme otoritas penyelenggara pemilu.
Penyelenggara yang memiliki integritas dan profesionalisme dicirikan oleh atribut
kejujuran, transparansi, akuntabilitas, kecermatan, serta akurasi dalam
implementasi tugas dan wewenang (Silalahi, 2022), serta aderen penyelenggara
terhadap keseluruhan kerangka regulasi demi realisasi tujuan elektoral.
Profesionalisme otoritas penyelenggara pemilu diartikulasikan melalui pengelolaan
proses pemilihan oleh individu-individu yang memiliki kompetensi terlatih dan

tingkat komitmen yang tinggi (Silalahi, 2022):
1.1.2. Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Dalam konteks regulasi tahapan kampanye pemilihan kepala daerah
serentak yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemilihan menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi ini secara
spesifik mengatur Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. PKPU ini berfungsi sebagai
instrumentarium kebijakan normatif dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan
dan bersifat imperatif sebagai pedoman bagi seluruh aktor yang terlibat dalam
tahapan kampanye pemilihan kepala daerah. Definisi operasional Kampanye

Pemilihan sebagaimana dikonseptualisasikan dalam Pasal 1 ayat 12 PKPU Nomor
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13 Tahun 2024 menyatakan bahwa “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut
Kampanye adalah kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi preferensi pemilih
melalui presentasi visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota”. Sementara itu, tujuan strategis penyelenggaraan kampanye pada
tahapan ini dieksplisitkan dalam Pasal 5 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 bahwa
“Kampanye diimplementasikan sebagai manifestasi pendidikan politik masyarakat
yang dilaksanakan secara akuntabel, yang bertujuan untuk mengaugmentasi tingkat

partisipasi pemilih dalam Pemilihan”.

Sejumlah ketentuan terkait kampanye yang diregulasikan dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman
imperatif bagi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam melaksanakan
aktivitas kampanye kepada masyarakat pemilih guna mengakuisisi dukungan
elektoral. Ragam aktivitas kampanye yang diatur dalam PKPU tersebut meliputi
kampanye rapat umum (misalnya, kampanye akbar di ruang terbuka), kampanye
dialogis (di mana pasangan calon melakukan interaksi langsung dengan pemilih),
kampanye monologis (pasangan calon menyampaikan orasi ilmiah dan presentasi
programatik), serta kampanye melalui media (mencakup media cetak, elektronik,
hingga media sosial). Dalam konteks politik kontemporer, platform media sosial
seringkali menjadi arena utama bagi kampanye dan interaksi electoral (Niazi et al.,
2024). Selain itu, kebijakan tersebut juga meregulasi keterlibatan tokoh-tokoh
publik sebagai juru kampanye, mengingat penelitian dari Khalyubi (2021) dan
Khatami (2021) menyoroti signifikansi peran opinion leaders dalam memperkuat
resonansi pesan kampanye, terutama pada segmen masyarakat yang kurang aktif
dalam penggunaan media digital (Silaen & Kholil, 2025). Lebih lanjut, regulasi
mengenai pemasangan iklan di ruang publik terkait lokasi dan dimensi juga diatur.
Keseluruhan regulasi dalam kebijakan kampanye ini bertujuan untuk membangun

integritas Pilkada dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pemilih.

Dalam implementasi kampanye pemilihan kepala daerah, dengan
penelusuran dengan Antifial Inteligen (Al) penulis menemukan sejumlah potensi

kendala dan hambatan, antara lain:
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Keterbatasan Finansial, Selain alokasi dana hibah dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh penyelenggara Pilkada,
pasangan calon menanggung beban anggaran operasional kampanye.
Kampanye Pilkada langsung memerlukan investasi finansial yang substansial
untuk produksi material kampanye, transportasi, logistik, dan kegiatan
sosialisasi. Keterbatasan anggaran berpotensi menghambat jangkauan calon
terhadap spektrum pemilih yang lebih luas dan efektivitas pelaksanaan
kampanye.

Disfungsi Persaingan Elektoral, Kompetisi antar kandidat berpotensi
mengalami disfungsi melalui munculnya kampanye hitam (black campaign),
diseminasi informasi yang tidak akurat (hoax), atau tindakan intimidasi.
Fenomena ini dapat mendegradasi citra demokrasi dan menurunkan tingkat
partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

Defisit Partisipasi Publik. Masyarakat dapat menunjukkan sikap apatis, kurang
tertarik pada politik, atau memiliki erosi kepercayaan terhadap kandidat yang
tersedia.

Hambatan Geografis dan Infrastruktural. Karakteristik geografis wilayah yang
ekstensif dan sulit diakses, terutama di area terpencil, dapat menjadi kendala
signifikan dalam kampanye Pilkada. Keterbatasan infrastruktur, seperti kondisi
jalan yang buruk atau ketiadaan aksesibilitas listrik, dapat menghambat
mobilitas dan komunikasi tim kampanye.

Lemahnya Sumber daya penyelenggara. Lemahnya sumber daya
mengakibatkan lemahnya inovasi, kreatifitas, dan strategi komunikasi
penyelenggara baik sesame penyelenggara maupun dengan puhak luar.
Eksploitasi Isu SARA. Kampanye yang konstruktif seharusnya berfokus pada
program dan visi kandidat, bukan pada identitas kelompok primordial.
Ketidakseimbangan Media. Media massa memegang peran krusial dalam
menyampaikan informasi kepada publik. Ketidakseimbangan dalam
representasi kandidat dapat menjadi hambatan.

Praktik Politik Uang. Tindakan suap dan pemberian insentif finansial atau

material kepada pemilih berpotensi merusak integritas proses elektoral.
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- Kontingensi Bencana Alam. Faktor alam, seperti cuaca ekstrem, banjir, dan
tanah longsor, dapat secara signifikan memengaruhi kelancaran pelaksanaan
kampanye.

- Ancaman Keamanan dan Ketertiban. Tindakan kekerasan atau intimidasi dapat
menghambat proses demokrasi dan menimbulkan ketakutan di kalangan

masyarakat.

Dari uraian permasalahan tersebut diatas sehingga penulis memiliki
keingintahuan untuk melakukan penelitian fenomena apa saja yang menjadi
kendala pada konteks Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan
2024. Namun seluruh permasalahan tersebut di atas memerlukan tanggung jawab
kolektif ~ dari  seluruh  pihak terkait untuk mengidentifikasi dan

mengimplementasikan solusi ketika permasalahan tersebut muncul.

1.1.3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di kota

Palembang.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki total populasi terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT) sebesar 6.382.739 individu untuk perhelatan pemilihan kepala
daerah yang dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024. Analisis distribusi DPT
menunjukkan bahwa 20% dari total populasi pemilih terdaftar tersebut berlokasi di
wilayah administratif Kota Palembang, dengan nilai absolut sebesar 1.241.196
jiwa. Sebaran geografis DPT secara keseluruhan meliputi seluruh unit administratif
kabupaten dan kota di dalam Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian tabulasi

terlampir dalam (Tabel 1.1).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, dalam kapasitasnya
sebagai implementor kebijakan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan, telah menetapkan Keputusan Nomor 126 Tahun 2024
mengenai pembagian zona kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan. Keputusan ini membagi area kampanye menjadi tiga zona
geografis, yaitu zona satu meliputi Kota Palembang, Kabupaten Ogan llir,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur. Zona dua mencakup Kota Prabumulih, Kabupaten

Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, dan
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Kabupaten Empat Lawang. Zona tiga meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten
Muratara, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten
Banyuasin. Setiap pasangan calon memiliki alokasi waktu tiga hari secara bergiliran

untuk melaksanakan kampanye di masing-masing zona tersebut.

Data hasil pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024
menghasilkan rekapitulasi tingkat partisipasi elektoral masyarakat yang teragregasi
dalam Tabel 1.1. Data tersebut menyajikan distribusi tingkat partisipasi pemilih
dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di seluruh entitas
administratif kabupaten/kota di wilayah provinsi. Observasi terhadap tingkat
partisipasi  elektoral tersebut mengidentifikasi bahwa Kota Palembang
menunjukkan tingkat partisipasi terendah di Sumatera Selatan, yaitu sebesar
64,04%, sebagaimana direpresentasikan secara visual dalam Grafik 1.1. Fenomena
ini memicu hipotesis dan pertanyaan penelitian mengenai faktor-faktor kausal yang
mendasarinya, mengingat status Kota Palembang sebagai pusat administratif
provinsi dengan agregat Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Sumatera Selatan
yaitu 19,94% dari total DPT Sumatera selatan , serta kota Palembang merupakan
lokus sentral penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di mana
mayoritas tahapan kampanye diinisiasi dan terkonsentrasi di kota Palembang.

Bagaimana bisa tingkat partisifasi masyarakat terendah di sumatera selatan?.

Berdasarkan observasi empiris diatas, muncul pertanyaan penelitian sentral:
Bagaimana implementasi kebijakan kampanye pada tahapan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024 di Kota Palembang berkorelasi dengan
fenomena tingkat partisipasi elektoral masyarakat kota Palembang yang secara
signifikan rendah dibandingkan wilayah lain di Sumatera Selatan?. Dari pertanyaan
penelitian utama ini, beberapa inkuiri penelitian spesifik kemudian terderivasi,
meliputi: Bagaimana tingkat pemahaman penyelenggara, pemahaman peserta baik

partai politik maupun tim kampanye dan masyarakat umum?
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Tabel 1.1. Jumlah DPT dan Partisifasi Masyarakat pada Pilkada Gubernur dan
Wakil gubernur Sumsel 2024

Kabupaten /
No oo P DPT PARMAS (%)
1 OKU 2.69.853 81,02
2 OKI 577.241 74,14
3 Muara enim 460.845 68,05
4 Lahat 318.534 82,16
5 Musi Rawas 303.945 77,80
6 MUBA 496.167 71,79
7 Banyu Asin 629.201 66,59
8 OKUT 500.339 77,88
9 OKUS 307.834 71,89
10  Ogan llir 314.226 66,11
11  Empat Lawang 257.020 72,37
12 PALI 144,913 80,24
13  Muratara 140.969 80,99
14  Palembang 1.241.196 64,04
15  Pagar Alam 107.916 86,81
16  Lubuk linggau 168.384 79,86
17  Prabumulih 144.157 80,16

Total 6.382.739 72,19

Sumber : Diolah dari data KPU Sumatera Selatan, Tahun 2024

Grafik. 1.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumsel pada Pilkada Serentak 27 November 2024
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Sumber : Diolah dari data KPU Sumatera selatan 2025
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi
kebijakan kampanye dalam rangka meningkatkan partisifasi masyarakat pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024, khususnya di
Kota Palembang. Serta factor-factor penghambat implementasi tersebut.

Peneliti ingin mencari tahu beberapa hal utama:

Bagaimana tataalaksana komunikasi penyelenggara  dalam melakukan
sosialisasi dan mensendimentasikan peraturan kampanye dan melaksanakan
kampanye  dalam rangka meningkatkan partisifasi masyarakat kota
Palembang?.

Bagaimana Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh KPU Sumatera Selatan.
Bagaimana Sumber Daya Anggaran yang tersedia dalam rangka penyuksesan
implementasi kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2024 di Kota
Palembang.

Apakah kebijakan kampanye menjangkau kelompok disabilitas, dan kelompok
urban agar lebih mudah ikut serta dalam pemilihan?

Apakah ada persoalan disposisi aktor pelaksana di KPU Sumsel, sehingga
menghambat implentasi kebijakan kampanye di kota Palembang?

Apa yang dilakukan untuk sosialisasi luas dan merata, serta responsive dan
umpan balik masyarakat kota Palembang dari sosialisasi kebijakan kampanye
tersebut?.

Bagaimana struktur birokrasi dalam rangka mensuport implementasi kebijakan
kampanye ini ?

Apa saja factor penghamabat implementasi kebijakan kampanye sehingga
menyebabkan rendahnya tingkat partisifasi masyarakat kota Palembang
terendah seSumatera Selatan?.

Berdasarkan semua temuan atas pertanyaan diatas, Peneliti  akan
memberikan saran kebijakan yang bisa digunakan untuk memperbaiki regulasi
Pilkada di masa depan, agar lebih efektif dan produktif terhadap pembangunan
demokrasi kita.

Penelitian ini akan fokus pada pengumpulan data nyata (data kualitatif),

bukan sekadar teori. Kami berharap hasilnya bisa menjadi dasar untuk
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mengevaluasi kebijakan pemilihan di masa depan, terutama karena ini adalah

Pilkada serentak nasional perdana di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan

1.2. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana implementasi kebijakan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan 2024 di Kota Palembang?

Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan
kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan
Tahun 2024 di Kota Palembang?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.

Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Kampanye, dan
implikasinya terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kota Palembang pada
tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera selatan
2024.

Menganalisis factor-factor penyebab rendahnya tingkat partisifasi masyarakat
pemilih Kota Palembang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat secara Teoritis adalah penelitian ini dapat memberikan informasi
ilmiah yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.
Manfaat secara Praktis adalah memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) sebagai pembuat regulasi pemilihan untuk melakukan perbaikan
regulasi dalam rangka peningkatan profesionalisme penyelenggara pemilihan.
Memberikan kontribusi dalam memberikan masukan dalam rangka perbaikan

penyelenggaraan di masa yang akan datang.
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